BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbeda dengan kebiasaan untuk mulai dari yang mempersatukan,
penulisan akan dimulai dari yang memisahkan para founding fathers. Terdapat
dua persepsi berbeda tentang bagaimana kehidupan bersama bangsa Indonesia
perlu ditata, menjadi kentara pada waktu Badan Penyelidik Usaha Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memperdebatkan apakah hak-
hak dasar demokratis harus diberi jaminan dalam undang undang dasar atau
tidak. Hak yang dimaksud adalah terutama hak atas kebebasan mengeluarkan

pikiran secara lisan dan tertulis, berkumpul dan beserikat.*

Soekarno-dan Supomo dengan gigih menentang hak-hak tersebut masuk
ke dalam Undang Undang Dasar. Hal ini dikarenakan penetapan hak individu
terhadap negara dianggap sebagai individualisme. Sebaliknya, Hatta yang
didukung oleh Muhammad Yamin menegaskan bahwa hak warga negara harus
ditetapkan supaya jangan timbul negara kekuasaan.?Perdebatan pada sidang

BPUPKI menemui jalan kompromi dan mengakui hak warga negara untuk

'Frans Magnis dan Suseno, SJ, 1995, Mencari Sosok Demokrasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, hal. 11
2Ibid



berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat tetap dicantumkan dalam

UUD 1945.

Hak-haktersebut kemudian berkembang dan dikenal sebagai hak asasi
manusia. UUD 1945 Bab XA mengatur berbagai macam hak asasi manusia
yang akan dijamin oleh Negara. Seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat hingga berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) merupakan hak
mendasar yang dimiliki manusia. HAM bukan diberikan oleh negara, melainkan
dilindungi -oleh negara karena pada hakekatnya HAM melekat pada diri
manusia itu sendiri. Salah satu prinsip negara demokrasi ialah dengan adanya

pelindungan HAM terhadap setiap warga negaranya.

Republik Indonesia mengatur  HAM secara spesifik dalam Undang
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bentuk nyata atas tanggung
jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan memajukan Hak Asasi
serta merupakan pengimplementasian Universal Declaration of Human Rights
/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penulis Majda El
Mubhtaj, berpendapat bahwa “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia dalam menerjemahkan

hakikat dan eksistensi dirinya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga



bangsa bahkan warga dunia”.® Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan
bahwa HAM merupakan wujud dasar akan manusia itu sendiri. HAM melekat

pada manusia selama manusia tersebut merupakan manusia.

Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan
sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan
hak-haknya sebagai manusia, bahkan merupakan tanggungjawabnya sebagai
manusia.* Maka dari itu hak-hak untuk mempertahankan hak nya sebagai
manusia juga bukan diberikan oleh negara, melainkan timbul sebagai
konsekuensi dari adanya HAM. Negara yang seharusnya memiliki kewajiban
utama untuk melindungi dan memajukan HAM, seringkali menjadi aktor utama

pelanggaran HAM.®

Dengan tindakan negara yang cenderung tidak mengindahkan prinsip
prinsip HAM, sejatinya menggugah orang orang untuk melakukan upaya upaya
pemajuan dan pelindungan HAM baik secara individu maupun kelompok, yang
mana orang orang ini disebut juga Human Rights Defender atau Pembela HAM.
Pembela HAM memegang peran penting dalam upaya pelindungan dan
pemajuan HAM bersamaan dengan semakin luasnya cakupan HAM serta

semakin bervariasinya bentuk bentuk pelanggaran HAM.® Maka dari itu dalam

3Majda EI. Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, hal.5.

‘Al Araf, M.Ali Syafaat, Peongky Indarti, 2005, Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi
Manusia, Jakarta: IMPARSIAL, hal.2

®Ibid, hal.3

®Ibid, hal.4



upaya perlindngan dan pemajuan HAM, hak-hak Pembela HAM ini perlu diakui

untuk menunjang HAM tersebut.

Dengan memegang peran penting dalam pemajuan dan pelindungan
HAM, Pembela HAM juga kerap kali dalam posisi yang sangat rentan. Kerja-
kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Pembela HAM banyak mendapatkan
hambatan, ancaman, dan kekerasan, baik secara psikis, fisik, maupun berupa
pembatasan-pembatasan tertentu seperti pembatasan kemerdekaan berekspresi

dan kemerdekaan berorganisasi.”

Sebagai ‘contoh, yaitu dibunuhnya Munir, dalam penerbangan ke
Belanda yang diduga dibunuh karena pekerjaannya sebagai Pembela HAM.®
Pada tahun 2018, ditangkapnya Robertus Robet, karena diduga melakukan
penghinaan terhadap Tentara Nasional Indonesia dalam orasi nya di Aksi
Kamisan.® Selain itu, “ditangkapnya Dandhy Laksono, yang mana diduga
menyebarkan kebencian berdasarkan SARA melalu media elektornik terkait
kasus Papua.'® Tak berhenti-disitu, \Veronica Coman seorang Pengacara HAM
juga disurati polisi untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindakan

provokasi atas insiden asrama mahasiswa Papua pada 4 September 2019.1

’Ibid, hal.15

8Internet, 2019,https://matranews.id/munir-mengapa-dia-dibungkam/ , diakses pada tanggal 24 Juni
2019, pukul 20.26

9Internet, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/11592831/kronologi-
penangkapan-aktivis-ham-robertus-robet, diakses pada tanggal 13 April 2020

Olnternet, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/09540341/dandhy-dan-ananda-
badudu-ditangkap-polisi-ini-penyebabnya?page=all, diakses pada tanggal 25 Januari 2020
Hinternet, 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-
kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron, diakses pada tanggal 25 Januari 2020



https://matranews.id/munir-mengapa-dia-dibungkam/
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/11592831/kronologi-penangkapan-aktivis-ham-robertus-robet
https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/11592831/kronologi-penangkapan-aktivis-ham-robertus-robet
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/09540341/dandhy-dan-ananda-badudu-ditangkap-polisi-ini-penyebabnya?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/09540341/dandhy-dan-ananda-badudu-ditangkap-polisi-ini-penyebabnya?page=all
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron

Dengan adanya tindakan seperti ini, yang dilakukan oleh para penegak
hukum terhadap pembela HAM, sungguh menandakan perlu dipertanyakan lagi
mengenai bagaimana dijaminnya hak hak Pembela HAM di Indonesia, secara
Khusus mengenai hak sipil dan politiknya. Apabila hak hak Pembela HAM tidak
dapat dilindungi, maka hak hak rakyat biasa juga akan terancam. Tindakan
seperti ini membuat pelindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam

pasal 28 UUD 1945 perlu dipertanyakan.

Melihat fakta-fakta tersebut, sejatinya melambangkan, bahwa betapa
teracamnya nasib ‘para Pembela HAM. Kofi Annan, seorang Sekjen PBB,
pernah mengatakan pada Konferensi LSM/DPI pada tahun 1998, bahwa “ketika
hak hak Pembela HAM dilanggar; semua hak hak kita diletakkan dalam bahaya
dan kita semua dibuat kurang-aman”!? Berdasarkan penjelasan diataslah
mengapa sudah seharusnya regulasi yang -berkaitan dengan pelindungan
terhadap Pembela- HAM harus.-segera dibuat,” agar tidak terjadi lagi
pembungkaman, penculikan, atau bahkan pembunuhan terhadap mereka yang
mendedikasikan hidupnya sebagai Pembela HAM untuk senantiasa turut

melakukan pemajuan dan pelindungan HAM.

Dalam peraturan hukum nasional Indonesia, hak-hak Pembela HAM
secara umum dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, yang menyinggung soal ruang masyarakat dalam

2Internet, 2009,
https://mwww.kontras.org/backup/buku/prospek perlindungan pembela HAM dalam Hukum%20
Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 11.29 WIB, hal.11
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pemajuan Hak Asasi Manusia hanya tertera dalam BAB VII tentang Partisipasi
Masyarakat yaitu yang ditegaskan dalam pasal 100 — 103 yang pada intinya
memberi peluang dan kesempatan ke masyarakat, kelompok, organisasi politik,
organisasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk
berpartisipasi dalam upaya pelindungan serta pemajuan hak asasi manusia.
Berdasarkan ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa Undang Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia belum secara konkrit mengatur tentang

hak hak Pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam perspektif hukum internasional, ‘terdapat banyak peraturan
tentang HAM, tidak hanya tertuang dalam Deklarasi-Universal Hak Asasi
Manusia yang diturunkan kedalam Kovenan Hak sipil dan Politik (ICCPR),
Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICECSR), Konvensi anti Penyiksaan
(CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Anti Diskriminasi (CERD),
Konvensi Buruh. Migran dan-Keluarganya (CMC) dan Konvesi tentang
penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi-Terhadap Perempuan (CEDAW),
yang dimana konvensi ini merupakan instrumen hard law, yaitu hukum yang

mengikat.

Selain konvensi-konvensi tersebut masih ada instrumen lain dalam Hak
Asasi Manusia, yakni instrumen yang yang tidak berasal dari kebiasaan
(custom) dan Tetapi berasal dari sumber yang luas dan fleksibel dalam
kerjasama internasional dan tidak mengikat (non binding), instrumen ini dikenal

dengan instrumen soft law. Menurut George Palmer, soft law adalah suatu



konsep yang berupa materi yang asalnya dari sumber yang luas dan fleksibel,
baik dari yang bukan hukum sama sekali sampai dengan materi yang hampir
dapat dikatakan sebagai hard law”*® Berdasarkan penjelasan ini, bisa dipahami
bahwa soft law tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berbeda

dengan hard law yang kekuatan hukumnya mengikat.

Deklarasi merupakan salah satu traktat yang berbentuk soft law.
Menurut J.G Starke, terdapat beberapa jenis deklarasi, yakni “sebagai traktat
yang sempurna, sebagai instrumen informal, sebagai persetujuan informal, dan
sebagai resolusi tentang prinsip-prinsip-atau desideratum yang diperhatikan oleh
negara”* Berdasarkan ini, dapat dipahami bahwasannya deklarasi juga
merupakan faktor penting demi mewujudkan peraturan peraturan hukum yang

baru yang timbul berdasarkan dinamisme hukum internasional.

Terkait . dengan “.Pembela - HAM. nyatanya: sudah diatur dalam
Declaration On The Right And Responsibility Of Individuals, Groups And
Organs Of Society To Promote And Protect Universally Recognized Human
Rights And Fundamental Freedoms yang dimana deklarasi ini juga sering
disebut dengan Deklarasi Pembela HAM. Deklarasi ini mengatur hak-hak
Pembela HAM dalam menjalankan aktivitasnya yang juga merupakan makna
penting dari ketaatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dalam rangka kemajuan dan pelindungan semua hak asasi

BMarsudi Triadmodjo, 1998, “Peran Dan Fungsi "Soft Law" Dalam Perkembangan Hukum
Internasional tentang Hak Asasi Manusia Dan Lingkungan Hidup”, Mimbar Hukum 1998 VI11(31),
hal.45

14Marsudi Triadmodjo, loc.cit., hal.46



manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang di seluruh negara di dunia.
Deklarasi Pembela HAM ini merupakan bentuk implementasi nyata dari hukum
internasional dalam menjamin hak hak Pembela HAM. Deklarasi Pembela
HAM ini merupakan soft law dalam perspektif hukum internasional, yang
berarti Deklarasi Pembela HAM belum mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat.

Namun demikian, dalam peraturan hukum nasional, tepatnya dalam
bagian mengingat Peraturan Komisi-Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5
Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan  terhadap Pembela HAM
(selanjutnya disebut Peraturan KOMNAS HAM), mencamtumkan Deklarasi
Pembela HAM PBB tahun 1998 ini. Namun, hak-hak Pembela HAM dalam
Peraturan KOMNAS HAM tersebut menyamakan dengan HAM pada
umumnya, tidak sespesifik dengan apa yang dicantumkan dalam Deklarasi

Pembela HAM PBB 1998 ini.

Maka dari itu, Indonesia sebagal negara anggota PBB sudah layak dan
sepantasnya untuk memperhatikan prinsip prinsip yang tertuang dalam hukum
internasional yang mengatur mengenai Pembela HAM, apakah itu hard law
ataupun soft law, berdasarkan itu perlu kiranya untuk meneliti bagaimana
penerapan hukum internasional ke dalam peraturan hukum nasional terkait
Pembela HAM, agar mengetahui hal hal apa saja yang sudah diatur dan belum

diatur terkait Pembela HAM di peraturan hukum nasional Indonesia, yang



harapannya akan terjadi pembaharuan hukum terkait dengan pelindungan

hukum terhadap Pembela HAM.

Berdasarkan uraian diataslah yang mendorong penulis untuk melakukan
penelitian yang berjudul : “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER)
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM

NASIONAL”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelindungan terhadap Pembela HAM dalam lingkup hak
sipil dan politik dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum internasional dalam peraturan hukum
nasional Indonesia_terkait pelindungan hak sipil dan politik Pembela

HAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.Untuk menganalisis pelindungan terhadap Pembela Hak Asasi
Manusia dalam perspektif hukum Internasional.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum internasional terhadap peraturan
hukum nasional terkait pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia di

Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hak Asasi
Manusia khususnya dalam pemenuhan hak - hakbagi Pembela Hak
Asasi Manusia.

b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum dan pembela hak asasi

manusia.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini -diharapkan dapat menjadi referensi dalam
pembaharuan hukum Indonesia dalam pelindungan hukum
terhadap Pembela HAM.

b) Hasilpenelitian int-dapat-menjadi pedoman bagi mereka yang ingin

melakukan penelitian terkait HAM.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif
adalahpenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

10



literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.%®
Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian
ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif, maka berdasarkan metode pendekatan ini peneliti dapat
menelusuri dan dapat memahami seluruh peraturan terkait HAM dan
Pembela HAM dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana

penerapannya dalam peraturan hukum nasional

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi~ penelitian. ini~adalah' ‘'menggunakan deskriptif
analitis. Deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah frekuensi
adanya hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum
yang satu dengan yang lain.*® Dengan spesifikasi deskriptif analitis ini,
maka penelitian ini akan menggambarkan pelindungan hukum terhadap
Pembela HAM dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana
penerapan hukum internasional dalam hukum nasional terkait

pelindunga terhadap Pembela HAM.

15Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, 2001, Penelitian Huukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13-14.

%petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik
Soegijapranata, hal.15
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3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan
hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi
Manusia. Elemen penelitiannya adalah peraturan hukum internasional
terkait Pembela HAM serta penerapannya pada hukum nasional

Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan-Data

a.  Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan 1alah serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan
membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.t’
Dengan menggunakan studi- kepustakaan ini peneliti akan
mengetahui landasan landasan atau dasar dasar pemikiran yang
berkaitan dengan masalah yang diangkat dengan memahami
peraturan peraturan, buku buku, serta literatur literatur yang

berkaitan dengan masalah yang diangkat. Terdapat 3 bahan

YInternet, 2016, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/13476/10162, diakses
pada tanggal 14 April 2020
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hukum atau sumber data yang bisa diambil dari studi kepustakaan

ini, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan

terdiri atas norma norma dasar.*® Dalam penelitian ini, bahan

hukum primer yang akan digunakan ialah :

a)

b)

f)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun-1945

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights / Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia

Panduan-Uni Eropa untuk Pembela HAM tahun 2004
Declaration On The Right And Responsibility Of
Individuals, Groups And Organs Of Society To
Promote And Protect Universally Recognized
Human Rights And Fundamental Freedoms tahun
1998 / Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia
International Covenant on Civil on Political Rights

tahun 1966

18petrus Soerjowinoto, op. cit.
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g) Seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengan

Pembela HAM.

2) Bahan Hukum Sekunder

3)

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa dan memahami bahan hukum
primer’®. Dala penelitian ini, bahan hukum sekunder yang

digunakaniialah:

a) Penelitian-penelitian. yang berkaitan dengan HAM,
khususnya tentang Pembela HAM
b) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan HAM

¢) Jurnal-jurnal itmiah.yang berkaitan dengan HAM
Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder?®.
Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dapat

digunakan ialah :

a) Kamus Hukum

Bibid
2jbid
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b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
¢) Ensiklopedia

d) dan lain-lain.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh dari penelitian
harus diolah, diperiksa, dipilih, dan di-edit untuk memilih data yang
relevan dengan objek penelitian, di mana data yang relevan akan
digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan
dibuang atau diabaikan. Setelah itu, data disusun secara urut dan
sistematis lalu akan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian berbentuk
Skripsi. Data data yang relevan dalam penelitian ini meliputi peraturan
terkait Pembela HAM dalam-perspektif Hukum Internasional dalam
bentuk konvensi, deklarasi, dan sebagainya serta kasus-kasus dan
kemudian data tersebut akan diolah berdasarkan peraturan hukum
nasional Indonesia yang kemudian penyajiannya berupa hasil dari
olahan peraturan terkait Pembela HAM dalam perspektif internasional

dan perspektif hukum nasional Indonesia.

6. Metode Analisa Data

Data yang sudah diolah akan dianalisis secara kualitatif yaitu

suatu teknik analisis data yang tidak menggunakan perhitungan statistik

15



atau matematis. Analisis kualitatif adalah metode yang menekankan
proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk
mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.?* Dalam hal
ini, penelitian lebih difokuskan untuk menelaah dan mengkaji data data
terkait, seperti peraturan terkait HAM, khususnya Pembela HAM,
dalam perspektif Hukum Internasional dalam bentuk konvensi,
deklarasi, dan sebagainya, serta peraturan hukum nasional yang

mengatur hal serupa.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini-dirancang sebagai berikut:

Bab | berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian
(metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik
pengumpulan data, metode pengolahan, penyajian data serta metode analisa

data) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Il berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengetian
pelindungan, pengertian hukum, Hak Asasi Manusia, Pembela Hak Asasi
Manusia, Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Pengertian dan lIstilah Perjanjian Internasional, Teori Hubungan Hukum

21Petrus Soerjowinoto, op.cit., hal.17
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Internasional dan Hukum Nasional, Hak-hak Pembela HAM dalam hukum

internasional.

Bab 111 berisi pembahasan mengenai pelindungan hukum terhadap
Pembela HAM dalam konteks hukum internasional serta penerapannya

dalam hukum nasional Indonesia.

Bab IV berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

mengenai pembahasan.
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